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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil tinjauan serta wawancara yang dilakukan pada 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka 

penulis dapat menyimpulkan : 

1. Bahwa dalam pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (e-

purchasing) di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan 

dengan Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang 

dan Jasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip efektivitas dan 

efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa melalui cara e-purchasing 

di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu kendala kesulitan terkait 

informasi update dari pusat, sehingga penyedia mengalami kesusahan 

karena cara mendaftarkan produknya berubah dari cara yang 

sebelumnya. Kendala selanjutnya adalah pada penyedia dan OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah), yang dimana penyedia yang masih 

kurang aktif untuk membaca dan mempelajari dahulu tersendiri 

mengenai cara untuk mendaftarkan produknya pada sistem E-

Purchasing, sehingga penyedia sangat ketergantungan dengan Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan 

datang ke kantor tanpa mempelajari terlebih dahulu. Begitu pun juga 
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dengan OPD mereka masih bingung tentang bagaimana cara transaksi 

menggunakan E-Purchasing. Kendala selanjutnya adalah mengenai 

ketersediaan produk yang diminati atau dibutuhkan oleh OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah) itu terkadang masih belum ada di E-

Purchasing, sehingga perlu melakukan survey terlebih dahulu kepada 

penyedia untuk harus aktif memasukan produknya sesuai dengan yang 

ada di aplikasi. 

3. Upaya yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara sistem E-

Purchasing dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan 

membuka konsultasi gratis kepada penyedia barang/jasa maupun OPD 

yang mengalami permasalahan atau kendala yaitu dapat langsung 

menghubungi ke helpdesk dari bagian pengadaan barang atau jasa, lalu 

terkadang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota 

Yogyakarta didatangkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 

untuk menjadi narasumber dalam hal ini memberikan solusi/advice 

terkait permasalahan yang dialami OPD pada saat mengakses sistem 

E-Purchasing. Kemudian upaya selanjutnya adalah terkait kesulitan 

informasi updating dari pusat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya dengan 

mengkoordinasikan masalah updating sistem E-Purchasing ini kepada 

LKPP RI yang berada di Jakarta melalui via Zoom maupun surat 

menyurat. 
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B. Saran 

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta dapat 

memberikan sosialisasi ataupun pelatihan tidak hanya kepada OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah) saja namun juga kepada Penyedia 

Barang/Jasa agar penyedia bisa menggunakan sistem E-Purchasing 

secara mandiri tanpa ketergantungan dengan bagian pengadaan 

Pemerintah Kota Yogyakarta. 

2. Perlunya pengawasan yang intens terhadap sistem yang selalu Update 

agar para pihak dalam mengakses sistem tersebut dapat mengetahui 

apa saja perubahan yang terjadi sehingga kendala ataupun kesulitan 

yang dialami oleh para pihak dapat teratasi dengan baik dan cepat. 
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